BAB Il

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1  Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi
Dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), terdapat pengertian

akuntansi menurut Wild & Kwok (2011:4), yaitu:
“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi
perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu
mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi
yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan

keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Soemarso (2009:14):

“Akuntansi (accounting) suatu disiplin yang menyediakan informasi
penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian

jalannya perusahaan secara efisien.”

Adapun pengertian akuntansi menurut Mursyidi (2010:17):

“Akuntansi adalah proses pengidentifikasian data keuangan, memproses
pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi

informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan.”

28



29

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27) mengungkapkan bahwa

definisi akuntansi:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan
pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian

(judgement) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

2.1.1.2 Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut lkatan Akuntan Indonesia (IAl)

(2011:1):

“Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja suatu entitas.”

Pada prinsipnya laporan keuangan merupakan suatu susunan daftar atau
ringkasan sebagai pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak
penilai sebagai yang menilai kinerja perbankan untuk melihat sejauh mana
prestasi atau hasil kinerja suatu perusahaan. Hasil kinerja ini dapat digunakan
sebagai perbandingan apakah kinerjanya lebih baik atau tidak dengan melihat sisi

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan.

Tujuan laporan keuangan menurut lkatan Akuntan Indonesia (lIAl)
(2011:1.5) adalah:
“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas besar kalangan pengguna
laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan
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keuangan juga menujukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas
penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan
informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan
beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada
pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Informasi tersebut
beserta informasi lain yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan,
membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan

dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas.

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan
yang terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan. Seperti yang diungkapkan
Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:4), laporan keuangan yang lengkap terdiri

dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Laporan Laba Rugi
Laporan yang menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu
periode yang merupakan kinerja keuangannya. Laporan ini didasarkan
pada konsep penandingan, yaitu suatu konsep yang menandingkan
beban dengan penghasilan yang dihasilkan selama periode terjadinya
beban tersebut.

b. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik yang terjadi
selama periode waktu tertentu, misalnya sebulan atau setahun. Laporan
ini dibuat setelah laporan laba rugi tetapi sebelum neraca, karena
jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca.

c. Neraca
Informasi yang menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas
pada tanggal tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun. Ada
dua bentuk neraca, yaitu bentuk akun dan juga bentuk laporan,
menurut IAl dalam SAK-ETAP (2009:22) pengungkapan neraca untuk
entitas berbentuk perseroan terbatas mengungkapkan antara lain hal-
hal sebagai berikut: (a) untuk setiap kelompok modal dan saham terdiri
dari jumlah saham modal dasar; jumlah saham yang diterbitkan dan
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disetor penuh; nilai nominal saham; ikhtisar perubahan jumlah saham
beredar; hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap
jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran
kembali atas modal; (b) penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.
d. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan
setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang
terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan. Laporan arus kas terdiri atas tiga bagian, yaitu:

i. arus kas dari aktivitas operasi, merupakan arus kas dari
transaksi yang mempengaruhi laba neto dan aset lancar serta
kewajiban lancar;

ii. arus kas dari aktivitas investasi, merupakan arus kas dari
transaksi yang mempengaruhi investasi dan aset tidak lancar;

iii. arus kas dari aktivitas pendanaan, merupakan arus kas dari
transaksi yang mempengaruhi kewajiban tidak lancar dan
ekuitas.

e. Catatan atas Laporan Keuangan
Berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan
penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan
keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi Kkriteria
pengakuan dalam laporan keuangan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus di mana
perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran
perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Wibowo dan Abubakar
(2008:2) adapun jenis-jenis akuntansi yang telah mengalami perkembangan,
antara lain:

1. Akuntansi Keuangan (Financial/General Accounting)
Menyangkut pencatatan transaksi-transaksi suatu perusahaan dan
penyusunan laporan berkala di mana laporan tersebut dapat
memberikan informasi yang berguna bagi manajemen, para pemilik,
dan kreditor.

2. Pemeriksaan Akuntansi (Auditing)
Merupakan suatu bidang yang menyangkut pemeriksaan laporan-
laporan keuangan melalui catatan akuntansi secara bebas, yaitu laporan
keuangan tersebut diperiksa mengenai kejujuran dan kebenarannya.
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3. Akuntansi Manajemen (Management Accounting)

Merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis
maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk
merencanakan operasi-operasi di masa yang akan datang.

4. Akuntansi Perpajakan (Tax Accounting)

Mencakup penyusunan laporan-laporan pajak dan pertimbangan
tentang konsekuensi-konsekuensi dari transaksi-transaksi perusahaan
yang akan terjadi.

5. Akuntansi Budgeter (Budgetary Accounting)

Merupakan bidang akuntansi yang merencanakan operasi-operasi
keuangan (anggaran) untuk suatu periode dan memberikan
perbandingan antara operasi-operasi yang sebenarnya dengan operasi
yang direncanakan.

6. Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba (Nonprofit Accounting)
Merupakan bidang yang mengkhususkan diri dalam pencatatan
transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba, seperti
organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial.

7. Akuntansi Biaya (Cost Accounting)

Merupakan bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya
serta pengendalian biaya tersebut yang pada umumnya terdapat pada
perusahaan industri.

8. Sistem Akuntansi (Accounting System)

Meliputi semua teknik, metode, dan prosedur untuk mencatat dan
mengolah data akuntansi dalam rangka memperoleh pengendalian
internal yang baik, di mana pengendalian internal merupakan suatu
sistem pengendalian yang diperoleh dengan adanya struktur organisasi
yang memungkinkan adanya pembagian tugas dan sumber daya
manusia yang cakap dan praktek-praktek yang sehat.

9. Akuntansi Sosial (Social Accounting)

Merupakan bidang yang terbaru dalam akuntansi yang paling sulit
untuk diterangkan secara singkat, karena menyangkut dana-dana
kesejahteraan masyarakat.

2.1.1.4 Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10), menyatakan bahwa

akuntansi perpajakan adalah:

“Akuntansi pajak, merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari
unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu.
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Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur
dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi
perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.
Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang
berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang
diatur oleh lkatan Akuntan Indonesia (IAl) dalam Standar Akuntansi Keuangan
(SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang
berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komesial disusun dan disajikan
berdasarkan SAK, namun untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial
harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh
karena itu, jika terdapat perbedaan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan
perpajakan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak, maka undang-
undang perpajakan memiliki prioritas untuk dipatuhi agar tidak menimbulkan

kerugian material bagi WP yang bersangkutan.

2.1.2 Mekanisme Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi Corporate Governance

Menurut Sukrisno dan Ardana (2013:101), Corporate Governance dapat

didefinisikan sebagai berikut:

“Corporate Governance adalah tata kelola yang baik sebagai suatu sistem
yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perushaan yang
baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan
tujuan perusahaan, pencapiannya dan penilaian kinerjanya.”
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Menurut Irham Fahmi (2013:286), Corporate Governance adalah:

“Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.”

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, Corporate

Governance adalah:
“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan
perundangan dan nilai-nilai etika.”
Komite Cadbury dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2008:24)
mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:
“Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan
antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk
menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada
stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,
Direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.”
Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate
Governance adalah suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi agar

kinerja perusahaan dijalankan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel

demi tercapainya tujuan organisasi dan menghindari kecurangan-kecurangan
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dalam manajemen perusahaan, selain itu juga dapat menghasilkan laporan
keuangan yang akuntabel yang berguna bagi para penggunanya untuk mengambil

keputusan.

Dalam peraturan BAPEPAM LK X.K.6 Lampiran Kep-134/BL/2006
mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan
publik No 2 poin g dijelaskan tentang Tata Kelola Perusahaan (Corporate
Governance). Laporan tahunan wajib memuat uraian singkat mengenai penerapan
tata kelola perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam
periode laporan keuangan tahunan terakhir. Teori-teori yang berhubungan dengan
corporate governance diantaranya ada dua, yang pertama adalah agency theory
yang menjelaskan tentang hubungan Kkontraktual antara pihak yang
mendelegasikan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima pendelegasian
tersebut (agen/direksi/manejemen). Dalam agency theory ada beberapa asumsi
dasar yang menjadi dasar yaitu:

“1. Agency Conflict yaitu konflik yang timbul sebagai akibat dari manajemen
melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat
mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk memperoleh return
dan nilai jangka panjang perusahaan.

2. Agency problem yang timbul sebagai akibat dari kesenjangan antara
kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai
pengelola.”

Kedua, stewardship theory merupakan harmonisasi antara pemilik modal
(principles) dengan pengelola modal (steward) dalam mencapai tujuan bersama

tetapi secara implisit merefleksikan bagaimana akuntansi membangun sebuah

dasar kepemimpinan dan hubungan antara shareholder dengan manajemen, atau



36

bisa jadi antara top management dengan jajaran manajemen lain di bawahnya
dalam sebuah organisasi perusahaan. Stewardship theory dapat dibangun diatas
filosofi mengenai sifat dasar manusia bahwa pada hakekatnya manusia itu dapat
dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas,

dan kejujuran terhadap pihak lain.

Dalam perkembangannya di Indonesia, pada tahun 1999 dibentuklah
Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) vyang
mengeluarkan pedoman untuk corporate governance yang pertama di Indonesia.
KNKCG menyatakan bahwa penerapan corporate governance sangat diperlukan
oleh perusahaan-perusahaan terutama perusahaan di sektor publik. Hal tersebut

dilakukan dalam rangka:

“l.  Mendorong kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi, serta kesetaraan dan kewajaran.

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing
organ perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum
Pemegang Saham.

3. Mendorong pemegang saham, dewan komisaris dan anggota direksi
agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya yang
dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama
disekitar perusahaan.

5.  Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap
memperhatikan pemangku lainnya.

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun
internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat
mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang
berkesinambungan.”
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2.1.2.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance

National Committee and Governance dalam Sukrisno dan Ardana

(2013:103) mengemukakan lima prinsip corporate governance, yaitu:

“1. Transparansi (transparancy)
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relavan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan,

2. Akuntabilitas (accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar.

3. Responsibilitas (responsibility)
Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat
terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate governance.

4. Independensi (independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak
saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kesetaraan (fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan  kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.”

2.1.2.3 Tujuan dan Manfaat Corporate Governance
Terdapat enam tujuan dalam penerapan Good Corporate Governance
(GCG) pada BUMN sesuai KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002

tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN, yaitu:
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Memaksimalkan nilai  BUMN dengan cara meningkatkan prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil
agar perusahaan memiliki dayasaing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional.

Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan
efesien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian
organ.

Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya
tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian
lingkungan di sekitar BUMN.

Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
Meningkatkan iklim investasi nasional.

Mensukseskan program privatisasi.

Dengan mengimplementasikan good corporate governance dalam

perusahaan, terdapat banyak manfaat yang dapat diambil oleh perusahaan.

Manfaat corporate governance menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana

dalam Sukrisno dan Ardana (2013:106) adalah:

6‘1.

2.
3.

4.

5.

Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah.

Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan Kkinerja
ekonomi perusahaan.

Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku
kepentingan terhadap perusahaan.

Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.”

2.1.2.4 Mekanisme Pengukuran Corporate Governance

Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur

dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak

yang melakukan control, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme

corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya
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sistem governance dalam sebuah organisasi (Walsh dan Schward, 1990 dalam

Arifin, 2005).

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Simarmata (2014), mekanisme
corporate governance dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. “Internal mechanism (mekanisme internal), seperti struktur dewan

direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif.

2. External mechanism (mekanisme eksternal), seperti pasar untuk

kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan
dengan hutang.”

2.1.2.4.1Kepemilikan Institusional

Menurut Wahyu Widarjo (2010:25) mendefinisikan kepemilikan saham

sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki
saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi

pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing.”

Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam Sulistiani (2013),
menyatakan:

“Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh
pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun. Yang dimaksud
institusi adalah perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun
lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. Sedangkan yang
dimaksud blockholders adalah kepemilikan individu atas nama perorangan
di atas 5% yang tidak termasuk dalam kepemilikan manajerial. Pemegang
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saham blockholders dengan kepemilikan saham di atas 5% memiliki
tingkat keaktifan lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional
dengan kepemilikan saham di bawah 5%.”

Menurut Nabela (2012) definisi kepemilikan institusional adalah:

“Proporsi saham yang dimiliki pada akhir tahun yang diukur dengan

presentase.”

Menurut Marselina Widiastuti, Pranata P. Midiastuty, dan Eddy Suranta

(2013: 3403) kepemilikan institusional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga
eksternal. Investor institusional sering kali menjadi pemilik mayoritas
dalam kepemilikan saham, karena para investor institusional memiliki
sumber daya yang lebih besar daripada pemegang saham lainnya sehingga
dianggap mampu melaksanakan mekanisme pengawasan yang baik. Dari
berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki
saham-saham di perusahaan lainnya.”

Menurut Tjiptono Darmaji dan Hendy M.Fakhrudin (2006:178) saham
dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Saham dapat didefinisikan sebagai tanda atau kepemilikan seseorang atau

badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik

perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan

ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan
tersebut.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional

umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Kepemilikan
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institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk
memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin
besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak

manajemen.

Kepemilikan institusional memiliki wewenang lebih besar bila
dibandingkan dengan pemegang saham kelompok lain untuk cenderung memilih
proyek yang lebih berisiko dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang
tinggi. Untuk membiayai proyek tersebut, investor memilih pembiayaan melalui
hutang. Dengan kebijakan tersebut, mereka dapat mengalihkan penangguhan
risiko kepada pihak kreditor apabila proyek gagal. Bila proyek berhasil, pemegang
saham akan mendapat hasil sisa karena kreditor hanya akan dibayar sebesar
tertentu yaitu berupa bunga maka semakin tinggi kepemilikan institusional, maka
akan semakin tinggi kebijakan hutang perusahaan, dikarenakan kepemilikan
institusional pada perusahaan manufaktur di Indonesia pada umumnya sangatlah

besar (Faisal, 2004).

Metode Pengukuran Kepemilikan Institusional menurut Jensen dan

Meckling (1976) dalam Riska dan Ratih (2009), sebagai berikut:

K likan Institusional _ Jumlah saham yang dimiliki institusional 100%
epermitran fnstitusionat = Jumlah saham yang beredar akhir tahun X °

2.1.2.4.2 Kepemilikan Manajerial

Menurut Imanta dan Satwiko (2011:68), Kepemilikan Manajerial adalah:
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“Kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manajer atau dengan kata lain

manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham.”

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan

bahwa:

“Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi
masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-

kepentingan manajer dengan pemegang saham.”

Menurut Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan Jimmi (2008)

Kepemilikan Manajerial adalah:

“Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak
manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan
perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari
jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer.”

Sedangkan menurut Wulandari (2011) menyatakan bahwa:

“Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi agency problem
di antara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui
penyelarasan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan
kepentingan. Disisi yang lain, manajer yang memiliki saham perusahaan
dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak insentif untuk
mengutamakan kepentingan sendiri daripada kepentingan semua
pemegang saham.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan

manajerial merupakan pemilik aham perusahaan yang berasal dari manajemen
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yang ikut serta dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang

bersangkutan.

Dengan meningkatnya kepemilikan saham oleh manajemen, dianggap
dapat mengurangi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi, dengan
meningkatnya kepemilikan manajemen memungkinkan manajemen meningkatkan
kinerja lebih baik dalam memenuhi kepentinga manajemen dan pemegang saham.
Hal ini tejadi karena jika manajer memiliki saham perusahaan, mereka akan
memiliki kepentingan yang sama dengan pemilik. Jika kepentingan manajer dan
pemilik sejajar (aligned) dapat mengurangi konflik keagenan. Namun, apabila
kepemilikan manajerial terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah seperti yang

dijelaskan oleh Siswantaya (2007):

“Tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi dapat menimbulkan masalah
pertahanan. Artinya jika kepemilikan manajerial tinggi, mereka
mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan dan pihak
eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan
manajer. Hal ini disebabkan karena manajer mempunyai hak voting yang
besar atas kepemilikan manajerial.”

Menurut Agnes dan Juniarti (2008) dalam Sabila (2012) kepemilikan
manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

K likan M erial _ Jumlah Saham Pihak Manajemen 100%
epemitivan Hanajeriat = Jumlah Saham Beredar x 0

2.1.2.4.3 Komisaris Independen
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Komisaris Independen menurut Agoes dan | Cenik Ardana (2014:110)
adalah sebagai berikut :

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk
mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan
pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan
semata-mata  ditunjuk  berdasarkan latar belakang pengetahuan,
pengalaman dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya
menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Widjaja (2009:79), menyatakan komisaris independen adalah sebagai
berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat
berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan
pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan
komisaris lainnya.”

Menurut KNKG (2006:50), komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk
bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan
perusahaan.”

Dalam Pedoman umum Good Corporate Governance (2006:13)
pengertian komisaris independen adalah:

“Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota
dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas
dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata
untuk kepentingan perseroan.”
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris independen
merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi,
anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali. Selain itu,
komisaris independen harus memahami undang-undang dan peraturan tentang
pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan
pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Keberadaan
komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP -315/BEJ/06 —
2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP — 339/BEJ/07-2001
yang menyatakan bahwa: “setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris
independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota
dewan komisaris.” Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang
lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas keputusan manajerial. Komite
Nasional Kebijakan Corporate Governance dalam Praditia (2010), menetapkan
beberapa kriteria untuk menjadi komisaris independen pada perusahaan tercatat

sebagai berikut:

“1. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham
pengendalin perusahaan yang bersangkutan.

2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau
Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan.

3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang
terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan.

4. Tidak menduduki jabatan eksekutif atau mempunyai hubungan
bisnis dengan perusahaan yang bersangkutan dan perusahaan-
perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun
terakhir.

5. Tidak menjadi partner atau principal di perusahaan konsultan yang
memberikan jasa pelayanan professional pada perusahaan dan
perusahaan-perusahaan lainnya yang terafiliasi.

6. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan
yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau
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mengurangi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak dan
berpikir independen demi kepentingan perusahaan.

7. Memahami peraturan perundang-undangan PT, UU Pasar Modal dan
UU serta peraturan-peraturan lain yang terkait.

Menurut Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015) proporsi komisaris
independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen
terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

o Jumlah Komisaris Independen
Komisaris Independen = — x100%
Jumlah anggota dewan komisaris yang ada

2.1.2.4.4 Komite Audit

Menurut Peraturan Nomor IX. 1.5 dalam lampiran Keputusan BAPEPAM

Nomor Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa:

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam

rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya.”

Menurut Effendi (2009:25), komite audit merupakan:
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“Suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang
dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah
membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan
pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (oversight) atas proses
pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan
implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan.”

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ

No.Kep-315/BEJ/06/2000, menyatakan bahwa komite audit adalah:

“Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang
anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang
bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap
perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.”
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan
komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu
Komisaris Independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
pengawasan. Daniri (2006) dalam Pohan (2013), menyebutkan “Sejak
direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah
menjadi komponen umum dalam struktur corporate governance perusahaan
publik. BElI mengharuskan semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite
audit yang diketuai oleh komisaris independen.” Komite audit merupakan hal
yang wajib untuk dibentuk oleh perusahaan, hal tersebut seperti yang dipaparkan
oleh Daniri (2006) dalam Pohan (2013) bahwa:
“Dewan komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan
sekurang-kurangnya tiga orang anggota, diangkat dan diberhentikan serta
bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yang
beranggotakan sedikit, cenderung dapat bertindak lebih efisien, nemun
juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota,

sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai
tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan
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internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada
common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen.”

Dengan adanya komite audit dalam setiap perusahaan akan memberikan
kualitas terhadap laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Menurut Price
Waterhouse (1980) dalam McMullen (1996) yang dikutip oleh Siallagan dan
Machfoedz (2006), Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas
pelaporan keuangan melalui:

“1. Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian

Internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
2. Mengawasi proses audit secara keseluruhan.”

Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite audit memiliki
konsekuensi pada laporan keuangan Menurut Price Waterhouse (1980) dalam
McMullen (1996) yang dikutip oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), yaitu:

“1. Berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat.
2. Berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat.
3. Berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan
ilegal.”

Pengukuran komite audit menurut James A Hall yang dialihbahasakan

oleh Dewi (2007:20), yaitu:

Komite Audit = Z Anggota Komite Audit di Perusahaan

2.1.2.4.5 Reputasi Auditor

Menurut Kanagaretnam et al (2010:2318) dalam Christin (2012) auditor

dengan reputasi tinggi memiliki dorongan untuk menyediakan kualitas audit yang
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tinggi secara terus-menerus untuk mencegah hal-hal yang membahayakan yang

merusak reputasi mereka.

Menurut Mayhew (2010:1163) dalam Christin (2012) mengartikan

“Reputasi auditor dalam pengauditan adalah sebagai mekanisme endogen
yang menghasilkan upaya audit yang maksimal dan sejalan dengan

kualitas audit yang tinggi.”

Menurut Rudyawan dan Badera (2007), reputasi auditor adalah:

“Auditor memiliki reputasi besar dan nama dapat memberikan kualitas
audit yang lebih baik, termasuk masalah kelangsungan diungkapkan
dengan mempertahankan reputasi mereka. Sementara klien biasanya
merasakan auditor yang berasal dari lima besar atau berafiliasi dengan
perusahaan akuntan internasional yang karakteristiknya asosiasi dengan
kualitas, seperti pelatihan, pengakuan internasiona serta peer review.”

Menurut Purba (2006), reputasi auditor adalah:

“Penghakiman terhadap akuntan publik sering dilakukan, baik oleh

masyarakat maupun pemerintah dengan melihat kondisi bangkrut tidaknya

perusahaan yag diaudit. Hal itu berarti bahwa saat ini nasib akuntan publik

sepertinyadipertaruhkan pada jatuh bangun bisnis perusahaan kliennya. Ini

menunjukkan bahwa reputasi auditor dipertaruhkan saat memberikan opini

audit.”

Menurut Perdana (2014) reputasi auditor dapat diukur dengan
mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP The Big Four dan audit

yang dilakukan oleh KAP Non-Big Four. Jika perusahaan diaudit oleh KAP The
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Big Four maka mendapat nilai 1 dan 0 sebaliknya. Kategori KAP The Big Four di
Indonesia, yaitu:
“1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerjasama dengan KAP Drs.
Hadi Susanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerjasama
dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya
3. KAP Ernest and Young, yang bekerjasama dengan KAP Drs. Sarwoko dan
Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerjasama dengan KAP Drs.
Hans Tuanokata dan Osman Bing Satrio.”

2.1.3 Profitabilitas
2.1.3.1 Definisi Laba

Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, laba biasanya dinyatakan
dalam satuan uang. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat pada tingkat laba
yang diperoleh perusahaan itu sendiri karena tujuan utama perusahaan pada
umumnya adalah untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan laba
merupakan faktor yang menentukan bagi kelangsungan hidup perusahaan itu
sendiri. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian laba,
antara lain:

Menurut PSAK No0.25 (2007:25.2-25.3), laba didefinisikan sebagai

berikut:
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“Laba adalah semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu
pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam
penetapan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar
akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperbolehkan
sebaliknya.”

Menurut Sofyan Syarif Harahap (2011:309) mengemukakan laba sebagai:

“Laba akuntansi adalah perbedaan antara revenue yang direalisasikan yang
timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya

yang dikeluarkan pada periode tersebut.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2010:32), laba adalah:

“Laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-

biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.”

Menurut Dwi Martani (2012:113) pengertian laba adalah sebagai berikut:

“Laba merupakan pendapatan yang diperoleh apabila jumlah finansial
(uang) dari aset neto pada akhir periode (di luar dari distribusi dan

kontribusi pemilik perusahaan) melebihi aset neto pada awal periode.”

Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah
selisih lebih antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan utama atau
sampingan di perusahaan selama satu periode. Karena laba pada suatu perusahaan
atau unit usaha dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang

baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan, dengan
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kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu usaha secara garis besar dapat dilihat

pada laba yang diraihnya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Laba

Ada tiga jenis laba yang harus diperhatikan menurut Anis Chariri

(2003:130), adalah sebagai berikut:

“1. Laba Kotor

Laba kotor adalah selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok
barang yang dijual.

2. Laba Operasi
Laba operasi adalah laba kotor setelah dikurangi dengan beban penjualan
dan administrasi.

3. Laba Bersih atau Laba Dikurangi Pajak
Laba bersih merupakan hasil pengurangan laba sebelum dikurangi pajak
penghasilan. Bagian dari laba inilah yang akan dibagikan kepada para
pemegang saham.”

2.1.3.3 Definisi Profitabilitas

Rasio profitabilitas menyediakan evaluasi menyeluruh atas Kkinerja
perusahaan dan manajemennya. Rasio ini mengukur seberapa besar tingkatan
keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Dan berikut ini definisi mengenai

profitabilitas oleh beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menyatakan

bahwa:
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“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
(profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang

tertentu.”

Menurut I Made Sudana (2011:22) menjelaskan profitabilitas adalah

sebagai berikut:

“Rasio  profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki

perusahaan seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan.”

Menurut Agus Sartono (2010:122), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-
sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal atau penjualan

perusahaan.”

Menurut Irham Fahmi (2011:68) menyatakan bahwa:

“Rasio profitabilitas yaitu rasio yang mengukur efektivitas manajemen
secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya tingkat
keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun

investasi.”
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Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan

aktiva dan modal yang dimilikinya. Semakin baik rasio profitabilitas, maka akan

semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan

perusahaan.

2.1.3.4 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi

pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:197), yaitu:

461.

arwn

Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode tertentu.

Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.

Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

Manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun

bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012:198), yaitu:

“1.

~w

Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu
periode.

Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun
sekarang.

Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.

Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan
baik modal pinjaman maupun modal sendiri.”

2.1.3.5 Metode Pengukuran Profitabilitas
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Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, pihak manajemen perusahaan
dapat menggunakan beberapa rasio keuangan sebagai tolok ukur untuk menilai
profitabilitas. Ada beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan. Beberapa rasio
profitabilitas berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio
profitabilitas menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81),

diantaranya:

2.1.3.5.1Profit Margin
Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan
profit margin adalah sebagai berikut:
“Profit margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana
kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan
tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu.”
Secara sistematis profit margin menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul

Halim (2012:81) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

Laba Bersih

Profit Margin =
/ 9 Penjualan

2.1.3.5.2Return On Equity (ROE)

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:82), menjelaskan
Return On Equity (ROE) adalah sebagai berikut:
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“Return on equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. Rasio ini
merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham.
Rasio ini trekait dengan keuntungan perusahaan terhadap sumber
pembiayaan modal.”

Secara sistematis Return on equity (ROE) menurut Mamduh M Hanafi dan
Abdul Halim (2012:82) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

Laba Bersih
Modal Saham

Return On Equity (ROE) =

2.1.3.5.3Return On Asset (ROA)
Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81), menjelaskan

Return On Asset (ROA) adalah sebagai berikut:
“Return on asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan
perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu.

Rasio ini juga sering disebut Return On Investment (ROI).”

Secara sistematis Return On Assets (ROA) menurut Mamduh M Hanafi
dan Abdul Halim (2012:81) dapat dinyatakan dengan rumus berikut:

Laba Bersih

Ret On Asset (ROA) = ———
eturn On Asset ) Total Aset

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis
adalah Return On Asset (ROA), karena ROA paling berkaitan dengan efisiensi
perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan
semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih

setelah pajak, yang juga dapat diartika bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.
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2.1.3.5.3.1.Definisi Aset

Menurut Martani, dkk (2012:138), definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari
peristiwva masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan

diharapkan akan diperoleh entitas.”

Menurut Kieso, et al dalam Salim (2008:193), definisi aset adalah sebagai

berikut:

“Aset adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh di masa depan,
atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau

kejadian masa lalu.”

Menurut Sunjaja dan Barlian (2005:6), definisi aset adalah sebagai berikut:
”Aset adalah harta atau hak atas harta yang dimiliki oleh badan usaha
(perusahaan) atau atas mana perusahaan yang mempunyai kepentingan
dapat berupa uang, piutang, barang untuk dijual, perlengkapan, mobil,
truk, tanah, bangunan, hak monopoli, sewa menyewa, paten, hak cipta,
merek dagang dan sebagainya.”
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber
daya baik uang, piutang, barang untuk dijual, perlengkapan, mobil, truk, tanah,

bangunan, hak monopoli, sewa menyewa, paten, hak cipta, merek dagang dan

sebagainya yang dimiliki oleh entitas bisnis.

2.1.3.5.3.2 Jenis-jenis Aset
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Menurut Reeve, et al (2010:223), klasifikasi atau jenis-jenis aset adalah

sebagai berikut:

“1. Aset Tetap (fixed assets)
Aset Tetap adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif
memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset
ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Contoh:
gedung, mesin, peralatan, dan tanah.

2. Aset Tak Berwujud (intangible assets)
Aset yang tidak memiliki bentuk secara fisik. Contoh: hak paten, hak cipta,
merek dagang dan goodwill.”

Menurut Subramanyam dan Wild yang dalam Yanti (2014:271), aset

merupakan “harta perusahaan”. Aset dapat digolongkan ke dalam dua kelompok

yaitu:

“1. Aset Lancar (current assets)
Aset lancar merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya yang
langsung dapat diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan.

2. Aset Jangka Panjang (long-lived assets) disebut juga aset tetap (fixed
asset) atau aset tak lancar (noncurrent assets)
Aset jangka panjang merupakan sumber daya atau klaim atas sumber daya
yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama
periode melebihi periode kini.”

2.1.4 Tax Avoidance

2.1.4.1 Definisi Pajak
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Definisi pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan ketiga
atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.”

Menurut Soemahamidjaja dalam Waluyo (2010:2), pajak merupakan:

“luran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-
norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa

kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak
merupakan:

“Turan rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.”

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa
pajak merupakan suatu iuran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada masyarakat
yang diatur berdasarkan undang-undang, yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum dan keperluan negara.

2.1.4.2 Jenis-jenis Pajak
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Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan

menjadi tiga yaitu:

“1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a.

Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung
sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus
menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak
ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu
kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan
terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau
jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a.

Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan
keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang
memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan
(PPh).

Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan
objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau
peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar
pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadai Subjek Pajak
(Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a.

Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
baik daerah tingkat | (pajak provinsi) maupun pajak daerah
tingkat 11 (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh:
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Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air
Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.”

2.1.4.3 Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:7), sebagaimana telah diketahui ciri-ciri

yang melekat pada pngertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 5 (lima)

fungsi pajak, yaitu:

‘Gl.

Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari
masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan
jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat tingkat kepentingan perlindungan,
semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak
ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan
perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang
miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu
diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk
mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak
sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk
komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga
dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.

Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.

Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang mudah sipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan
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sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Fungsi Demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong,
termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat
sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilakukan
dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan
terbaik.”

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi

menjadi tiga yaitu:

‘61.

Sistem Official Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri — ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.
Sistem Self Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak
yang harus dibayar.
Ciri — ciri self assessment system adalah sebagai berikut:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada

b. pada Wajib Pajak sendiri.

c. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan

d. melaporkan sendiri pajak yang terutang.

e. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi
Sistem With Holding
Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang
bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Ciri — ciri with holding system adalah sebagai berikut:

- Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada
pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”
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2.1.4.5Beban Pajak

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 08, beban pajak adalah jumlah
agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deferred tax) yang
diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi pada suatu periode. Pajak Kini
adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu
periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang

untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

2.1.4.6 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan
pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak
bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan kita ketahui bahwa
tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh
sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. Menurut
Pohan (2013:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah:
“dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan,
karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.”

Pada dasarnya, tidak seorang pun wajib pajak baik orang pribadi maupun
badan senang membayar pajak. Asumsi Leon Yudkin dalam Zain (2007:43),
mempertegas hal tersebut :

“a.  Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang
sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan
perundang-undangan perpajakan.

b.  Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (tax evasion)

yaitu berusaha menghindari pajak terhutang secara ilegal. Upaya
penghindaran ini dilakukan sepanjang wajib pajak tersebut



64

mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya
kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta keyakinan
bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama.”

Manajemen pajak merupakan cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk
memperkecil biaya pajak. Menurut Pohan (2013:13), manajamen perpajakan
adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan

atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari

perusahaan atau oragnisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien,
dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6), manajemen pajak

adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi
jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.”

Menurut Hutagaol (2007:215), manajemen pajak adalah:

“Proses perencanaan, implementasi, serta pengendalian kewajiban dan hak
di bidang perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien.”

Dari definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh tax manager untuk

memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan
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secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah

mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2013:10), strategi yang dapat ditempuh untuk
mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

“1. Penghematan pajak (tax saving).

Penghindaran pajak (tax avoidance).

Penundaan pembayaran pajak.

Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan.

Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar.
Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.”

ok wn

2.1.4.7 Tax Planning

Perencanaan pajak atau tax planning merupakan tahap awal untuk
melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan
dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Tax
planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas. Namun tidak
dipungkiri bahwa istilah tax planning lebih populer dibanding dengan istilah tax
management. Diperlukannya manajemen perpajakan sebenarnya berangkat dari
hal yang sangat mendasar dari sifat manusia (manusiawi). Pohan (2013:7)
menyatakan bahwa: “Kalau bisa tidak membayar, mengapa harus membayar.
Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar. Namun
semuanya harus dilakukan dengan itikad baik dan cara-cara yang tidak melanggar
aturan pajak.”

Menurut Pohan (2013:18), tax planning merupakan:

“Proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan

usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah
kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor
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ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat
membayar pajak dalam jumlah minimum.”
Menurut Suandy (2011:7), tax planning merupakan:
“Bagian dari manajemen perpajakan secara luas serta tahap awal untuk
melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan
perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban
perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai
dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena akan dikenai
pajak. Kalau fenomena tersebut dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan
untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah
pembayaran pajak tersebut dapat ditunda pembayarannya, dan lain
sebagainya.”
Sedangkan Zain (2007:67), menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah:
“Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi
pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada
konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut
dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah,
melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan
bukan penyelundupan pajak (tax evasion).”

Dari penjelasan pengertian tax planning sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa tax planning merupakan bagian dari manajemen perpajakan yang
merupakan tahap awal melakukan analisis secara sistematis yang dilakukan oleh
wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan memanfaatkan berbagai celah
kemungkinan yang dapat ditempuh. Bertujuan untuk mengefesiensikan jumlah
pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui penghindaran pajak, bukan
penyelundupan pajak.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak (tax planning)

adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (after tax return). Beberapa hal

yang memengaruhi perilaku wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban
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pembayaran pajak mereka, baik secara legal maupun ilegal, yang kita sebut
dengan propensity of dishonesty (diolah dari T.N. Srinivasan, “Tax Evasion: A
Model”, Journal of Public Economics, (1973:339) dalam Pohan (2013:18), adalah
sebagai berikut:

“l. Tingkat kerumitan suatu peraturan (Complexity of rule)

Makin rumit peraturan perpajakan, muncul kecenderungan wajib pajak
untuk menghindarinya karena biaya untuk mematuhinya (compliance
cost) menjadi tinggi.

2. Besarnya pajak yang dibayar (Tax required to pay)
Makin besar jumlah pajak yang harus dibayar, akan makin besar pula
kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan dengan cara
memperkecil jumlah pembayaran pajaknya.

3. Biaya untuk negosiasi (Cost of bribe)
Disengaja atau tidak, kadang-kadang wajib pajak melakukan negosisasi
dan memberikan uang sogokan kepada fiskus dalam pelaksanaan hak
dan kewajiban perpajakannya. Makin tinggi uang sogokan yang
dibayarkan, semakin kecil pula kecenderungan wajib pajak untuk
melakukan pelanggaran.

4. Risiko deteksi (Probability of detection)
Risiko deteksi ini berhubungan dengan tingkat probabilitas apakah
pelanggaran ketentuan perpajakan ini akan terdeteksi atau tidak. Makin
rendah resiko terdeteksi, wajib pajak cenderung untuk melakukan
pelanggaran. Sebaliknya, bila suatu pelanggaran mudah diketahui,
wajib pajak akan memilih posisi konservatif dengan tidak melanggar
aturan.

5. Besarnya denda (Size of penalty)
Makin berat sanksi perpajakan yang bisa dikenakan, maka wajib pajak
akan cenderung mengambil posisi konservatif dengan tidak melanggar
ketentuan perpajakan. Sebaliknya makin ringan sanksi atau bahkan
ketiadaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak, maka
kecenderungan untuk melanggar akan lebih besar.

6. Moral masyarakat
Moral masyarakat akan memberi warna tersendiri dalam menentukan
kepatuhan dan kesadaran mereka dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.”
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Menurut Pohan (2013:20), ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari
perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat:

“l.  Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur
biasa dapat dikurangi.

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan
perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas
untuk pajak, dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan
dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.”

Menurut Pohan (2013:21), tax management/ tax planning yang baik
mensyaratkan beberapa hal yaitu:

“l. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

Jadi rekayasa perpajakan yang didesain dan diimplementasikan bukan
merupakan tax evasion.

2. Secara bisnis masuk akal (reasonable)
Kewajaran melakukan transaksi bisnis harus berpegang kepada praktik
perdagangan yang sehat dan menggunakan standard arm’s length price
atau harga pasar yang wajar, yakni tingkat harga pasar antara pembeli
dan penjual yang independen, bebas melakukan transaksi.

3. Didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memadai (misalnya
kontrak, invoice, faktur pajak, PO dan DO).
Kebenaran formal dan materiil suatu transaksi keuangan perusahaan
dapat dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak ketiga
atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang/ jasa
(delivery order), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta
pembukuannya (general ledger).”

Dalam tax planning ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak
untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013:23), yaitu:
“l. Tax avoidance (penghindaran pajak).

2. Taxevasion (penggelapan atau penyelundupun pajak).
3. Tax saving (penghematan pajak).”
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Cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tax avoidance (penghindaran pajak)

Menurut Pohan (2013:10), Tax avoidance adalah:

“Upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari
pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan

objek pajak.”

Menurut Suandy (2011:7), penghindaran pajak adalah:

“Rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai

ketentuan perpajakan.”

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran
pajak adalah upaya mengefesiensikan pajak namun masih tetap berada
dalam bingkai ketentuan perpajakan seperti mengarahkan pada

transaksi yang bukan objek pajak.

. Tax evasion (penggelapan atau penyelundupun pajak)

Menurut Pohan (2013:23), tax evasion merupakan:

“Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan
cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman
bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak
berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara
yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi
pelanggaran hukum/ tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab
itu, tax planner yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk
diaplikasikan. Tax evasion adalah kebalikan dari tax avoidance.

Menurut Leon Yudkin dalam Zain (2007:43), tax evasion yaitu

“Berusaha menghindari pajak terhutang secara ilegal.”
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tax evasion
merupakan upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang namun

melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

3. Tax saving (penghematan pajak)
Menurut Pohan (2013:23), tax saving merupakan:
“Upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan
diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan
nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan
yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan

dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang
besar.”

Menurut Zain (2007:50), penghematan pajak adalah:

“Usaha memperkecil jumlah utang pajak yang tidak termasuk dalam

ruang lingkup pemajakan.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penghematan pajak
adalah upaya memperkecil jumlah utang pajak dengan jalan menahan

diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada dikenakan pajak.

2.1.4.8 Definisi Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Pengertian penghindaran pajak menurut Ernest R. Mortenson dalam Siti

Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa
sedemikkian rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak
dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang
ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas
perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam
rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari,
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meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara Yyang
dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Pengertian penghindaran pajak menurut Robert H. Anderson dalam Siti

Kurnia (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam
batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarakan

terutama melalui perencanaan perpajakan.”

Sedangkan menurut Pohan (2013:23), tax avoidance merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dana man bagi
wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan,
dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang
dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak
yang terutang.”

Scott (2003:379) menjelaskan bahwa:

“Motivasi pajak adalah salah satu alasan perusahaan untuk melakukan

manajemen laba, yakni dengan tujuan untuk meminimalkan pembayaran

pajak. Selain sebagai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi

regulerend yaitu fungsi pajak dalam mengatur tujuan-tujuan khusus

pemerintah dalam menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat

sesuai dengan yang diharapkan.”

Dari penjelasan mengenai tax avoidance di atas, dapat disimpulkan bahwa
tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek
terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai

ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan

kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan untuk memperkecil
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jumlah pajak yang terutang. Penyelewengan dan pelanggaran tersebut merupakan

suatu bentuk dari penghindaran atau perlawanan pajak. Menurut Agus Sambodo

(2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua,

yaitu sebagai berikut:

“A. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit
pemungutan ajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi
suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik
pemungutan pajak itu sendiri.

Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan
yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk
menghindari pajak.”

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Coorperation and

Development (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik

penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

G‘l.

Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-
olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena
ketiadaan faktor pajak.

Sering kali memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau
menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal
bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
Terdapatnya unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk
perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara
penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus
menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.”

Di penelitian Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan

beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut:

“a) Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal

sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.

b) Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan

membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang
pajak perusahaan.
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c) Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi
laba bersih.

d) Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai
penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.

e) Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri
manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.”

Selain itu, penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara
menurut Merks (2007) dalam Prakosa (2014) sebagai berikut:

“a) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven
country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).

b) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi
dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak
yang paling rendah (formal tax planning) .

c) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin
capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation
(Specific Anti Avoidance Rule), serta transaksi yang tidak mempunyai
substansi bisnis (General Anti Avoidance Rule).”

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus
ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga ntuk melakukan penghindaran
pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari
yang dapat dilihat yaitu bunga dan denda; dan yang tidak terlihat yaitu kehilangan

reputasi perusahaan (Armstrong et al,. 2013), yang berakibat buruk untuk

kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

2.1.4.9 Pengukuran Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran tax avoidance. Setidaknya
terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur tax avoidance
yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam

Tabel 2.1
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No | Pengukuran Cara Perhitungan Keterangan
Total tax expense per
1 Worldwide Total income tax expense
GAAP ETR - — dollar of pre-tax book
worldwide total pre — tax accounting income
income
Current tax expense
2 Worldwide current income tax expense
Current ETR - — per dollar of pre-tax
worldwide total pre — tax accounting income
book income
Cash taxes paid per
3 Worldwide cash taxes expense
Cash ETR - — dollar of pre-tax book
worldwide total pre — tax accounting income
income
Sum of cash taxes
paid over n years
4 Long-run Worldwide cash taxes expense L
- — divided by the sum of
cash ETR worldwide total pre — tax accounting income
pre-tax earnings over
n years
The difference of
ETR between the statutory
5 _ _ Statutory ETR-GAAP ETR
Differential ETR and firm'’s
GAAPETR
Error term from the following regression: ETR The unexplained
6 DTAX differential x Pre-tax book income=a + b x portion of the ETR
Control + e diffrential
) The total difference
Pre-tax book income — ((U.S. CTE + Fgn
7 | Total BTD between book and
CTE)/U.S. STR) — (NOLt — NOLt-1)) )
taxable income
The total difference
Temporary
8 BTD Deferred tax expense/U.S.STR between book and

taxable income
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A measure of
Abnormal _ )
9 Residual from BTD/TAit = BTAit + Bmi + eit unexplained total
total BTD )
book-tax differences
) Tax liability accured
10 Unrecognized ) )
_ Disclosed amount post-FIN48 for taxes not yet paid
tax benefits _ -
on uncertain positions
Firms identified via
11 Tax shelter Indicator variable for firms accused of engaging firm disclosure, the
activity in a tax shelter press, or IRS
confidental data
_ Present value of taxes
12 Marginal tax ] ] .
. Simulated marginal tax rate on an additional
rate
dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Menurut Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015), variabel

penghindaran pajak dihitung melalui CETR ( Cash Effective Tax Rate) perusahaan

yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) dalam

Handayani (2015) adalah sebagai berikut:

Keterangan:

CETR =

Pembayaran Pajak

Laba Sebelum Pajak
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Pembayaran pajak (Cash tax paid) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan

perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Semakin besar CETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat
penghindaran pajak perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran
tax avoidance menggunakan Cash ETR menurut Dyreng, et. al (2010) dalam

Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena
Cash ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti
penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran
menggunakan Cash ETR dapat menjawab atas permasalahan dan
keterbatasan atas pengukuran tax avoidance berdasarkan model GAAP
ETR. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran
pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Menurut Simarmata (2014), terdapat permasalahan atau keterbatasan yang
muncul dari perhitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain:

“a. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada
kemungkinan terjadinya variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat
menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku tax avoidance
yang dilakukan perusahaan.

b. Tax Expense merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang
menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas

adanya temporary different. Oleh sebab itu, GAAP ETR tidak dapat
mencerminkan tax avoidance perusahaan.”

2.2  Kerangka Pemikiran

Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan
usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Strategi yang

dilakukan adalah dengan penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha untuk
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mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada

(Suandy, 2008:7).

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas

ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarakan terutama

melalui perencanaan perpajakan. (Siti Kurnia, 2010:146)

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk

melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai

berikut:

“1.

Kesempatan (opportunities)

Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan
kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus.
Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan
tindakan penghindaran pajak.

Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum
pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan
perpajakan yang berlaku (lawfull).

Manfaat dan biaya (level of penalty)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan
keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak
mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham,
sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang
merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang
sehingga memaksimalkan keuntungan.

Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat
diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa
untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika
terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui
negosiasi.”
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Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukan pengaruh variabel
independen, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit,
reputasi auditor dan profitabilitas terhadap variabel dependen, vyaitu tax

avoidance.

1) Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Menurut Mayang Patricia (2014:16), semakin besar kepemilikan institusi
maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi tersebut
untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang
lebih  besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga Kinerja
perusahaan  akan  meningkat. Kinerja yang meningkat tersebut akan
menguntungkan bagi pemegang saham karena dengan kata lain pemegang

saham akan mendapatkan banyak keuntungan berupa dividen.

Shleifer dan Vishney (1986), menyatakan bahwa pemilik institusional
memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi
manajer. Mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan
besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada
kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri
sendiri. Adanya tanggung jawab perusahaan kepada fidusia, maka pemilik
institusional memiliki intensif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan

membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.
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Menurut Vera Kusumawati (2011: 3839), pengawasan yang dilakukan
oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang Ssaham.
Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui
investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan
institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih
besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku

oportunistik manajer.

Menurut Khurana dan Moser (2009), besar kecilnya konsentrasi
kepemilikan intitusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh
perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi short-term shareholder
institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar
konsentrasi kepemilikan long-term shareholder maka akan semakin mengurangi

tindakan kebijakan pajak agresif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani &
Ketut Alit Suardana, Nurindah Wahyu Utami, Theresia Dwi Hastuti dan | Gede
Handi Darmawan dkk, menemukan bukti bahwa kepemilikan institusional

berpengaruh erhadap tax avoidance.

2) Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Menurut Boediono (2005:177), Proporsi Dewan Komisaris Independen
dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen

duntuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Semakin besar jumlah
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komisaris independen pada dewan komisaris, maka akan semakin baik mereka
bisa memenuhi peran dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para
direktur eksekutif sehingga aktivitas penghindaran pajak menurun (Diantari,

2016).

Komisaris independen memiliki lebih banyak kesempatan untuk
mengontrol dan menghadapi jaring insentif yang kompleks, yang berasal secara
langsung dari tanggung jawab mereka sebagai direktur dan diperbesar oleh posisi
equity mereka. Oleh karena itu, komisaris independen dianggap sebagai
mekanisme pemeriksa dan penyeimbang di dalam meningkatkan efektivitas

dewan komisaris (Mangel dan Singh, 1993).

Dewi dan Jati (2014) menyebutkan terdapat pengaruh signifikan antara
corporate governance yang diproksikan proporsi dewan komisaris terhadap tax
avoidance, ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam
usaha mencegah tindakan penghindaran pajak. Hasil yang sama dengan penelitian
Prakosa (2014), komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan
komisaris dan merupakan proksi dari corporate governance melakukan fungsi
pengawasan Yyang cukup baik terhadap manajemen perusahaan dan dapat

mencegah terjadinya penghindaran pajak.

3) Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Menurut Bradbury et, al. (2002) dalam Faisal Reza (2012) yang

menemukan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap
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kualitas akuntansi. Hal ini diduga karena semakin banyaknya komite audit,
membuat tingkat pengawasan semakin ketat untuk mendorong efisiensi atas beban
pajak dan saran-saran yang berhubungan dengan pajak yang diberikan lebih

berkualitas sehingga dapat mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance).

Menurut Sriwedari (2009), keberadaan komite audit yang fungsinya untuk
meningkatkan intregritas yang kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan
dengan baik. Jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan
maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat
minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak
agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam
perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat Kketat

sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam tax avoidance.

Menurut Siallagan dan Machfoez (2006) dalam Anissa (2012), semakin
banyak jumlah komite audit maka kebijakan tax avoidance akan semakin rendah,
tetapi jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan tax avoidance

akan semakin tinggi.

4) Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Tax Avoidance

Salah satu elemen penting dalam corporate governance adalah
transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan

melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para
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pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap terhadap pemegang saham

dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori, 2010).

Menurut Annisa (2012:95), Perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP The
Big Four lebih cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah
dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP yang bukan
termasuk dalam The Big Four, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya
penghindaran pajak (tax avoidance) dalam penyusunan laporan keuangan.
Perusahaan diaudit oleh auditor KAP The Big Four maka laporan keuangan yang
diberikan berkualitas sehingga tingkat kecurangan dalam penghindaran pajak (tax

avoidance) semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani & Ketut Alit
Suardana (2014) yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif
terhadap Tax Avoidance, Annisa Setiawati P & Yulita Setiawanta (2014) yang
menyatakan bahwa reputasi auditor audit berpengaruh positif terhadap Tax
Avoidance, Ni Yoman Kristiana Dewi & | Ketut Jati (2014) yang menyatakan

bahwa reputasi berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

5) Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam
menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset
(ROA).ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam

memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004).
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Dendawijaya (2003:120) menyatakan bahwa ROA menggambarkan
kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Semakin tinggi
ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan

aktiva perusahaan.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007:196), ROA merupakan pengukur
keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai
dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin
tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki
kesempatan untuk memposisikan diri dalam tax planning yang mengurangi
jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). Menurut Husnan (2001)
dalam Kurnia dan Sari (2013), menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara
signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas
perusahaan akan dilakukan perencanaan pajak yang matang sehingga
menghasilkan pajak yang optimal, sehingga kecenderungan melakukan

penghindaran pajak akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Kurniasih & Maria M Ratna Sari
(2013) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap Tax
Avoidance, M Fajri Saputra, Dandes rifa, Novia Rahmawati (2015) yang
menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Drarmawan dan Sukharta (2014), Fatharani
(2012) dan Nugroho (2011) menunjukan bahwa ROA berpengaruh positif

terhadap penghindaran pajak. Pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak



84

dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga

memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya

sehingga perusahaan tersebut tidak langsung melakukan penghindaran pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai

berikut:
Kepemilikan Komisaris Komite Reputasi
P : Profitabilitas
Institusional Independen Audit Auditor
i l l ,, |
Besar Proporsi Komisaris Jumlah Di Audit Nilai
Kepemilikan Independen Tinggi : , Oleh KAP N
Institusi Komite Audit The Big Four ROA Tinggi
Kinerja Pengawasan Tingkat Tingkat Perencanaan
Terhadap Tindakan pengawasan Kecurangan Pajak yang
Perusahaan : semakin ketat Rendah Matan
Direktur X g
atas beban pajak

v

Tax Avoidance
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kepemilikan Institusional (X;)

Indikator:

Jumlah saham yang dimiliki institusional
KPM INST =

0,
Jumlah saham yang beredar akhir tahun x 100%

Sumber: Jensen dan Meckling (1976) dalam Riska dan Ratih (2009)

Komisaris Independen (X,)

Indikator:

Jumlah Komisaris Independen

= 1 0,
Jumlah anggota dewan komisaris yang adax 00%

Sumber: Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015)

Komite Audit (X;)

Indikator:

KA = z Anggota Komite Audit di Perusahaan

Sumber: James A Hall yang dalam Dewi (2007:20)

Reputasi Auditor (X,)
Indikator:

1. KAP Big Four =1
2.  KAP Non-Big Four=0

Sumber: De Angelo (1981) dalam Perdana (2014)

H1

H2

H3

H4

Tax Avoidance (Y)
Indikator:

Pembayaran Pajak

ETR =
¢ Laba Sebelum Pajak

Sumber: Dyreng, et al (2010) dalam Handayani (2015)
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H5

Profitabilitas (X;)

Indikator:

Sumber: Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:81)

Laba Bersih

koA = Total Aset

2.3

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya

pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel

independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban

sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hy
H>
Hs
Ha

Hs

: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance.
: Terdapat pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance

: Terdapat pengaruh komite audit terhadap tax avoidance.

: Terdapat pengaruh reputasi auditor terhadap tax avoidance

: Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.
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